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PERLINDUNGAN HUKUM ANAK BUAH KAPAL DALAM KONTRAK KERJA
DENGAN PI. SAMUDRA DI BELAWAN

Roswita Sitompul
Fakultas Hukum
Unmiversitas Islam Sumatera Utara

Kontrak kerja Anak Buah Kapal (ABK) dilakukan dibawah tangan, tidak dihadapan sah
Bandar seperti vang ditetapkan oleh Undang-undang, perlindungan hukum bagi anak buah
kapal sangat lemah, karena isi kontrak kerja hanya mengatur hal-hal yang pokok saja,
schingga selalu timbul kesalah pahaman tentang batas-batas hak dan kewajipan dari para
pihak dan adanya kewenangan vang istimewa darn nakoda kapal yang dapat bertindak
secara sepihak untuk memutuskan hubungan kerja dengan anak buah kapal

Metode yang dipakai dalam penelitian ini bersifat yuridis normative yang pengumpulan
datanva dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (/ibrary research) berupa dokumen
kontrak kerja, peraturan perundang-undangan dan kuisioner.

Hasil penelitian, belum ada peraturan yang baku dalam kontrak kerja anak buah kapal dan
kurangnya akomodasi schingga setiap ABK yang telah habis masa kerjanya jarang sekalj
di perpanjang, Pemerintah diharapkan membentuk suatu peraturan yang baru untuk
menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam hubungan kerja kelautan agar jangan
sampai terjadi tumpang tindih peraturan sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Kontrak Kerja, Anak Buah Kapal

LATAR BELAKANG kurang terjamin hak dan kewajiban
Dalam kontrak kerja kelautan semua anak pekerja, baik dari segi kesejahteraan,
bush kapal termasuk perwira, nahkoda  akomodasi, keselamatan kerja atau sebab
dan anak bush kapal membuat kontrak lain yang merugikan pelaut, mengingat
dengan masa kontrak dengan waktu
tertentu.
Akan tetapi seorang nahkoda dapat
alas nama kepentingan pengusaha dan
kedudukan nahkoda, perwim dan gnak
huhhpdadahhh-ﬂnumdi
st kapal yang fckat dengan masa inas
ferientu  yang ditetapkan
= 2
buah kapal yang selaly beryingg
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dokumen maupun peraturan perundang-
undangan vang berkaitan dengan kontrak
kerja anak buah kapal (Bambang Waluyo,
2002). Responden dalam penelitian i
sebanyak 150 orang
PERMASALAHAN

1. Bagaimana perlindungan  hukum
Anak buah kapal yang bekerja dalam
kontrak kerja kelautan di Perusahan
Samudra Besar Indonesia 7
Bagaimana jika terjadi perselisihan
akibat pemutusan hubungan hukum
antara anak buah kapal dan

pengusaha perkapalan?

HASIL PENELITIAN  DAN
PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 angka 40 Undang-
Undang Perkapalan yang dimaksud
dengan awak kapal adalah orang yang
bekerja atau dipekerjakan di atas kapal
oleh pemilik atau operator kapal untuk
melakukan tugas di atas kapal sesuai
dengan jabatannya yang tercantum daiam
buku sijil.

Jadi nahkoda juga scbagai orang
yang di pekerjakan di atas kapal
yang mana secara garis besar memiliki
hak yang sama dengan hak awak kapal
lainnya.

Dalam Undang-Undang Perkapalan,
PP No.7 tahun 2000 tentang kepelautan,
juga dicantumkan anak buah kapal berhak
atas upah dan gaji pokok tiap akhir bulan
yang dibayar dengan muaglndnmr
seperti yang ferjantum dalam perjanjian
kerja laut (PKL) dan tidak bertentangan

[

istrahat paling sedikit 10
a waktu 24 jam, libur
di tambah dengan

jam perminggy,
jam dalam F‘"I'S_k
sehari setiap Mgy
| libur resmi.
::-;::.;;:1 Undang-undang bertujuan untuk
melindungi  penghasilan  nakoda - dan
orang-orang yang hekerja dn_atas. kapal,
yang umumnya bersumber dan [H.‘.ngusa:h;I
kapal, dengan adanya .pcﬂ'lman u:,,
diharapkan disamping Eijl pokok rutin
yang telah ditentukan olch U"‘_"‘“‘E‘
undang tidak menutup hmgklm
anak buah kapal memperolch jasa-jasa
lain didasarkan pada prestasi kerjanya.
Upah/gaji pokok yang dibayarkan
kepada anak bush kapal harus ditambah
dengan  (unjangan-unjangan,  upsh
lembur, jaminan sosial scperti culi
perawatan kesehatan, dan sebagainya,
serta harus ditambah juga dengan tafsiran
harga makanan yang biasa diberikan
secara cuma-cuma kepada anak buah
kapal Tambahan ini diberikan karena
pada hari cuti, dimana nahkoda tidak
makan di kapal terhadap upalvgaji pokok

tambahan atau kenaikan-kenaikan gaji
secarn  berkala  menurut peraturan-
peraturan yang ditetapkan oleh pihak
perusahaan pelayaran
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mencucidan  lain-lain, sesual dengan
jabatannya di kapal,

Jika anak bush kapal telah bekerja
sclama setahun terus menerus, maka ia
berhak atas cuti paling sedikit 14 hari
kerja atau dua kali delapan hari kerja
berturut-turut  sesuai dengan  kehendak
pengusaha  menurwt  kepentingan
operasional kapal Atas permintaan anak
buah kapal dengan tetap menerima
upahnya, cuti harus telah diberikan
selambat-lambatnya pada setiap akhir
tehun.  Dalam prakiek selalu timbul
penyimpangan,  pengusaha  selalu
mengundurkan pemberian  cuti, yang
buah kapal harus sudah menikmati hari
cutinya sebelum berahir masa kerjanya.
Pasal ini tidak berlaku untuk nahkod
yang membuat perjanjian kerja me
perjalanan  (voyage carter). Karena
peiaksanaan cuti pada bentuk perjanjian
kega ini  secara teknis  tidak
memungkinkan,

Di PT Samudra, 98% responden
ARG, Toepiusin. pesuban | (ciegul
memuaskan {(khususnya) hﬂ pihak /
kalangan  buruh  Undang-Undang
Kecelakaan Tahun 1947 No. 33
dREBRR ki pogan) miien scaial
(social secutiry) dengan dibenty)
Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Asiek) PP
No. 33 Tabun 1977 tentang Asyransi
Sosial Tenaga Kerja (yang 2
merupakan amanat dari Pasal 9 dap PL“'
10 UU No. 14 Tahun 1969 4
Tenaga Kerja) yang tetap berpedom
Tahun 1947. Kemudian, terbit Ung;
Undang No. 3 Tahun 1992 gen,

Jamsostek dan pei;mrm
pelaksanaannya, PP NO. 14 Tahug
1993 yang mencabut Undang-Unding

Kecelakaan 1947.
Coverage (cakupan) Undang-Undang

Jamsostek ini secara umum meng.
cover tenaga kerja dalam hubungan kerja
di Perusahaan (Pasal 4 ayat [1] jo Pasal |
angka 3 dan 4 Undang-Undang No. 3

Tahun 1992} nAmun “""}"
menyinggung coverage tenaga kerja
pelamt  di kapal-kapal berbendam

Indonesia. Walaupun berdasarkan Pasal |
angka 3 dan angka 4 Undang-Undang No,

3 Tahun 1992, program Jamsosiek
mencakup semua perusahaan / pengusaha
dalam  yuridiksi Negara Republik
Indonesia

Oleh sebab itu perusahaan PT Samudra
untuk mengantisipasi binya
pertanggungan yang tinggi dengan

memasukkan anak buah kapal dalam
asuransi kematian yag disponsori oleh
Askes Inhealt

Anak buah kapal berhak atas ongkos
atau biaya pemulangan kembali ke tempat
dimana nahkoda diterima bekerja. Dalam
hal ini anak buah kapal mempunya alasan
yang kuat, yaitu apabila anak buah kapal
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Perlindungan hukum anak buah kapal di
Indonesia yvang masih dilema. Kontrak
kerja anak buah kapal disahkan oleh
depertemen  perhubungan  (syahbandar)
etapt  bila  terjadi  perselisihan  ada
kaitannya dengan Dinas Ketenagakerjaan
indonesia dan Transmigrasi. Belum lag:
banyaknya pelautawak kapal yang
berpindah pekerjaan dari suatu pengusaha
kapal ke pengusaha kapal yang lain, bila
kontrak kerjanva telah berakhir, ini
menunjukkan indikasi adanya
kendakserasihan pengusaha kapal di satu
pihak dan awak kapal di pihak lain.
Menurut PP No. 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan vang mengatur tentang hak
anak buah kapal sebagai awak kapal

Anak buah kapal berhak atas atas
makanan dan Penginapan (Tempat
Tinggal di Kapal

Anak buah kapal berhak atas makanan
vang cukup tanpa dikenakan biaya, ini
dapat diganti dengan sejumlah uang tapi
pengusaha  membayarkannya  terlebih
dehulu dalam waktu tidak lebih dari satu
bulan, apa yang menjadi haknya.

Dalam PP No 70 Tahun 2000 Tentang
Kepelautan Pasal 28 -30 yang memuat
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meneniu  alurnya dan tergantung pada
orang yang mencarter kapal tersebut

5. Hak atas Biaya Pengangkutan Dan
Ongkos Pemulangan
Anak buah kapal berhak atas ongkos atay
biays ata pemulangan kembali ditempat
dimana ia diterima bekerja misalnya anak
buah kapal tidak lagi bisa bekerja karena
sakit atau karena kecelakaan kapal
schelum habis masa kerjanya atau kapal
dijual maka anak buah kapal berhak atas
ongkos pemulangan ditambah dengan
upah.
Jika anak buah kapal itu mengakhin
hubungan pekerjaan sccara septhak maka
ia tidak berhak atas ongkos pemulangan
Anak buah kapal berhak atas pesangaon di
tambah dengan biaya pengangkutan di
pelabuhan mana ia diterima bekega jika
kapal tenggelam atau hilang, juga berhak
atas  barang-barang miliknya yang
tenggelam bersama kapalnya.
PT Samudra tidak mengenal uang pisah
karena kontrak kerja berdasarkan wakiu
tertentu. Jika kontrak berakhir maka
dengan  sendirinya putus hubungan
hukum, jika hendak diperpanjang lai
maka anak bush kapal harus turun dari
kapal, baru satu atau dua bulan lagi dia
naik ke kapal dengan kontrak yang baru
Ada beberapa anak bush kapal yang
kontrak kerjanya tidak mengenal mast
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%wmtﬂﬂndl
Fl_pdmwmnkﬂ Hal
I sering terjadi di kapal karcna di atas
kapal hanya ada periolongan pertama
untuk unm“uw';upchbthn
berikutnya sangat memakan waktu
Anak kapal yang meninggal di atas kapal
akan diberi uang pertanggungan mEnimum
100 juta di tambah biaya yang muncul
akibat kematian itu missinys biaya
keberangkatan kerumah duka dan baya
lainnya
Disamping apa yang diatur oleh KUHD
dan PP No 7 Tahun 2000 tentang
Kepelautan anak buah kapal jugs berhak
I, Hak atas uang tolong

Anak buah kapal mempunyai hak tertenty
techadap  keuntungan wpah  tolong
perusahsannys, hal ini  dischabkan
besamya kekuasaan dan peranan anak
bush kapal dalam memben perolongan
sesusi dengan Pasal 545 KUHD bahwa
siapapun tidak diperbolcbkan tanpa wn
yang tegas dan  makods meskipun
menolong  atau  membanty  untuk
memasuki  sebuab  kapel  hal  ini
berhubungan cral dengan keamanan

""‘!"m*hﬁh

laut) menjadi tanggung jawab pengusahs

M{Pﬂ!lﬂﬁpﬁoﬁm
3. Hak atas perlenghapen i

kapal, tidak perlu disclesaikan ditcopu
atau dosili kontrak kerja laut atau ditcmpy
vang sudah dljlﬂjlm mereka h
memilih, apakah di tempal kapal tiba
pertama kah, atau kepengadilan lue
pegeri karena mercka bisa munta bantms
dan diplomat atau konsulat vang terdekar
dimana mercka berlabuh

Kesimpulan
a Pelaksanaan kontrak kena amsk

bush kapal belum ada aturan baku yang
mgmhg:mfﬂﬁ-m
untuk nahkoda dibuat olch perusahaso
rating dimungkinan dibuat olch nahkoda
dengan rating (anak buah kapal dibewsh
nahkoda) Pembustan kontrak kers sask
bush kapal di PT Samuders dibust olch
perwsabaan pelayaran dengan anak busb
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Undang nomor 17 thun 2008 tentang
pelsyaran  jo  Keputusan  Menteri
Perhubungan Nomor KM 70 tahun 1998
tentang Pengawakan

d Dalam pemutusan hubungan kerja
ndak mengalami kendala bila kontrak
kena berakhwr  masanya, Tetapi akan
memjadi kendala bila masa kontrak sudah
permancn, biasanya hal ini dibantu olch
syahbandar schagai wasit atau arbiter
ﬂptmﬁbuhhnlmimmm
dengan penyelesaian yang dilakukan olch
syahbandar dan membawanva ke jalur
pengadilan, hal ini sulit untuk disclesaikan
bils  ditinjau dan hewenangan
dimaskertrans dan syahbandar e sendiri
Tidak jarang seperti yang terjadi di PT
kerja sampai ke mahkamah agung sebagai
pemutus tertingg: di jalur hukum
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